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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

WA ODE HAYATI, S.Pd Binti FUDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jin. Paelangkuta
No. 34, Kelurahan Raha lll, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,

sebagai Penggugat;
melawan

BAJI Bin LA BAJO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
Wirausaha, tempat kediaman di Jin. Cendana, KM 4 (rumah
produksi roti sari rasa), Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan
Wolio, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 0277/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2016 yang telah dicatat oleh

pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu
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sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/09/V/2016
tertanggal 13 Mei 2016;

2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-isteri tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan
Raha lll, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna kurang lebih 1 (satu) tahun,
kemudian pindah di kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Bukit Wolio
Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dan sebagai kediaman bersama
terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 ketentraman
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yaitu disebabkan Tergugat
jarang menafkahi Penggugat.

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan 7 (tujuh) tahun 2019, dimana
Penggugat mulai jenuh sikap Tergugat suka malas-malasan dan merasa tidak
memiliki rasa tanggung jawab kepada Penggugat sehingga Penggugat
meninggalkan kediaman bersama menuju kediaman orang tua Penggugat Jin.
Paelangkuta No. 34, Kelurahan Raha Ill, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama pisah tempat
tinggal keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat tidak
memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah
sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan

Tergugat ;
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Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Raha Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat BAJI Bin LA BAJO, kepada
Penggugat WA ODE HAYATI, S.Pd Binti FUDING;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
dipersidangan karena berdasarkan relass tanggal 13 Agustus 2020
menyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dengan Tergugat
selanjutnya relaas Panggilan disampaikan ke Kantor Lurah Lapadaku namun
tidak bersedia bertanda tangan karena yang bersangkutan bukan warganya;

Bahwa berdasarkan relas panggilan tersebut Penggugat menyatakan
bahwa selain alamat yang dicantumkan dalam surat gugatannya tersebut,
Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat saat ini dan Penggugat
menyatakan tidak akan merubah gugatannya dan tetap pada gugatanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relass tanggal relass tanggal 13 Agustus
2020 menyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dengan

Tergugat selanjutnya relaas Panggilan disampaikan ke Kantor Lurah Lapadaku
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namun tidak bersedia bertanda tangan karena karena yang bersangkutan
bukan warganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut Majelis hakim
menilai jika gugatan Penggugat kabur, dimana unsur penting yang
dimaksudkan khususnya mengenai alamat Tergugat tersebut tidak jelas, maka
gugatan Penggugat tersebut patut dipandang mengandung kekaburan, tidak
jelas, obscuur libel, sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh
karenanya gugatan para Penggugat tidak dapat dipertahankan untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut dengan mengingat asas peradilan yakni cepat,
sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan
bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk
verklaard);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Raha pada hari tanggal Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 12 Muharram 1442 oleh Dwi Anugerah, S.HI., MH sebagai Ketua
Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.l dan Wida Uliyana, S.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
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tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I Dwi Anugerah, S.HI., MH

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp  250.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.
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